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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. 
 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 

 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. 
 Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri! 
 

2. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 Kami Pemohon, saya … nama saya Triyono Martanto. Sebelah 

kanan saya, Ibu Redno Sri Rezeki. Sebelah kiri saya, Bapak Haposan 
Lumban Gaol. Kami adalah hakim di pengadilan pajak. Terima kasih. 

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik. Terima kasih. 
 Dari DPR ada surat berhalangan.  
Dari Kuasa Presiden, silakan! 
 

4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
 Dari Pemerintah yang hadir dari Menteri Keuangan, Ibu Tio dan 

Pak Handy. Dan dari Kemenkumham yang hadir saya sendiri Ardiansyah. 
Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Waalaikumsalam wr. wb.  
 Ya. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 

pada siang ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Penyerahan 
Keterangan Tambahan, ya, dari Kuasa Presiden. 

 Ya, DPR tidak hadir. Kemudian untuk Kuasa Presiden, apakah 
keterangan tambahan sudah diserahkan? Baik. 

 Ya, kalau begitu, sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, ya. 
Tidak ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup, ya.  

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 
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 Nah, untuk itu, Pemohon, Kuasa Presiden, DPR tidak hadir, ya, 
tidak perlu lagi, diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan kalau 
memang mau dipergunakan. Untuk itu, kesimpulannya harus diserahkan 
paling lambat tujuh hari sejak sidang terakhir, jadi sejak hari ini. Tujuh 
hari ke depan, yaitu tanggal 29 Juli 2020, hari Rabu. Itu paling lambat, 
kalau mau dipercepat, ya, lebih bagus.  

 Ya, selanjutnya … ya, tidak ada lagi hal-hal yang ingin 
disampaikan? Cukup? 

 Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. 
 

 

 
 
  Jakarta, 21 Juli 2020 
  Panitera, 

                           
                                                                       
        ttd. 

   
    
  Muhidin 
  NIP. 19610818 198302 1 001 
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